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Notaris dalam menjalankan jabatannya tunduk pada Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (UUJN) dan Kode
etik Notaris. Dalam pembuatan suatu akta Notaris hanya bertanggungjawab terhadap kebenaran

formil. Seringnyaterjadi permasalahan mengena pemalsuan pada dokumen yang diserahkan dalam
pembuatan suatu akta yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak, salah satunya yaitu surat kuasawaris
palsu yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli. Pemalsuan terhadap
dokumen pembuatan suatu akta mengakibatkan kerugian bagi para pihak dan tidak jarang Notaris menjadi
turut tegugat pada gugatan tersebut. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini mengenai akibat
hukum terhadap Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli yang berdasarkan surat kuasa
waris yang dipalsukan; dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan
jual beli yang menggunakan surat kuasa waris palsu. Peneliatan ini menggunakan metode penelitian yuridis
normatif, dengan tipologi penelitian preskriptif, metode analisis data kualitatif, jenis data sekunder dan
bentuk hasil penelitian menggunaka prekriptif analitis. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah akibat
hukum bagi Notaris dalam akta perjanjian pengikatan jual beli yang berdasarkan surat kuasa palsu maka
Notaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban, karena Notaris membuat suatu akta berdasarkan apa
yang dimintakan oleh para pihak dan berdasarkan pada kebenaran formil. Selain itu, perlindungan hukum
yang diberikan dimana Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk menyetujui diperiksa atau tidak
diperiksa selama Notaris sudah bertindak sesuai dengan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (UUJN) dan Ikatan
Notaris Indonesia melakukan perlindungan berupa pengayoman dengan mendampingi Notaris yang
mendapatkan gugatan.

...... Notariesin carrying out their positions are subject to the Law on Amendments to Law No. 30 of 2004
concerning the Position of Notary Law No. 2 of 2014 (UUJN) and the Notary Code of Ethics. In making a
deed, the Notary is only responsible for formal truths. The deed made by a notary has absolute legal force.
There are often problems regarding falsification of documents submitted in making a deed which resultsin
losses for the parties, one of which is afake inheritance power of attorney which is used as the basis for
making a deed of sale and purchase agreement. Forgery of documents for making a deed results in losses for
the parties and it is not uncommon for a Notary to become a defendant in the lawsuit. The formulation of the
problem raised in this study regarding the legal consequences of a Notary in making a deed of binding sale
and purchase agreement based on a falsified inheritance power of attorney; and legal protection for Notaries
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in making a deed of sale and purchase binding agreement using afake inheritance power of attorney. This
research uses normative juridical research methods, with prescriptive research typology, qualitative data
analysis methods, types of secondary data and the form of research results using analytical prescriptive. The
results obtained from the study are the legal consequences for the Notary in the deed of binding sale and
purchase agreement based on a fake power of attorney, the Notary cannot be held accountable, because the
Notary makes a deed based on what is requested by the parties and is based on formal truth. In addition, the
legal protection provided where the Notary Honorary Council is authorized to approve the examination or
not to be examined as long as the Notary has acted in accordance with the Law on Amendmentsto Law No.
30 of 2004 concerning the Position of Notary Law No. 2 of 2014 (UUJN) and the Indonesian Notary
Association provide protection in the form of protection by assisting Notaries who get a lawsuit.



